GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Rokok;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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12.

+13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan
Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si
sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin
Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Masa Jabatan Tahun 2013-2018;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013
tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Rokok;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05};

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008 Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 48);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

o0k w

N

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.

Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun
Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir
rokok yang memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data
objek dan subjek pajak penentuan bhesarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya,

Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKUD
Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya PPKD adalah Kepala
Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD)

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Surat Pemberitahuan Kekurangan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat
SPK-PPR adalah dokumen yang diterbitkan oleh kantor Bea dan Cukai atas
kekurangan pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan cukai atau
tidak dilunasinya pajak rokok.



(1)

(1)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam
pelaksanaan pemungutan pajak rokok, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk efektivitas,
efisiensi dan tertib pemungutan pajak rokok.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3
Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.

Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu dan
rokok daun.

Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-
undangan dibidang cukai.

Pasal 4
Konsumen rokok merupakan subjek pajak.

Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok merupakan wajib
pajak rokok.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh
Pemerintah terhadap rokok.

Cukai Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan negara
yang dikenakan terhadap rokok.

Pasal 6

Tarif Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen) dari cukai rokok.
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Pasal 7

Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV
PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK ROKOK

Pasal 8

Pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai bersamaan
dengan Proses Pemungutan Cukai, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 9

Penerimaan pajak rokok melalui RKUD Provinsi berdasarkan realisasi
penerimaan pajak rokok dan proporsi rasio jumlah penduduk didaerah terhadap
jumlah penduduk nasional.

Pasal 10

(1) Gubernur dapat menunjuk Dinas untuk melakukan rekonsiliasi data
penerimaan pajak rokok kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
penyetoran pajak rokok setiap triwulan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(2) Dari Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
terdapat kekurangan penyetoran pajak rokok ke rekening Kas Umum
Daerah Provinsi akan diperhitungkan pada penyetoran pajak rokok tahun
berikutnya.

BABV
BAGI HASIL PAJAK ROKOK

Pasal 11

Penerimaan hasil pungutan pajak rokok dibagi sebagai berikut :
a. sebesar 30 % (tiga puluhpersen) untuk provinsi;dan
b. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk kabupaten/kota.

Pasal 12

Penerimaan pajak rokok bagian provinsi dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur dan
dialokasikan paling sedikit 50% (Lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan
kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.



BAB VI
PENAGIHAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK

Pasal 13

Dalam hal ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak rokok yang
diakibatkan oleh kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan kurangnya
pajak rokok atau tidak dilunasinya pajak rokok, Dinas menindaklanjuti
berdasarkan SPK-PPR yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan Kementerian Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2014

Plt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006



